EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Agus dan Zulhidayat, Hukum Lingkungan “Teori, legislasi dan studi kasus,
Editor La Ode Mubh. Syarif dan Anri G. Wibisana. The Asian Fondat.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penulisan Hukum,
Grafindo Persada, Jakarta.

Arfawie, Nuktho Kurde 2005, Telaah kritis teori negara hukum, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Assiddique, Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia,
Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Ui-Press, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan
Pembangunan Lingkungan Hidup, Rafika Aditama, Bandung.

Farrier, David, Rosemary Lyster dan Linda Pearsin, 1999, The Environmental
Law Handbook, Redfern Legal Center Publishing, NSW.

Hakim, Abdul Azis, 1999, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamza, Andi, 2016, Penegakan Hukum Lingkungan , P.T Alumni, Bandung.

Harahap, Zairin, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali
Press, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006, Ekologi, Manusia dan Kebudayaan, Pustaka
Utama, Yogyakarta.

Hariyono. Dkk, 2004, Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, Setara
Press, Malang.

Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungna Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.

Henry Campbel Black, 1990, Black Law Dictionary, Publshing Co, St.Paul
Minn.



UNIVERSITAS

EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi

Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)

SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Husin, Sukanda, 2014, Penegakan hukum lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta.

lImar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada madia, Jakarta.

Indroharto, 1999, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ismail, Hasan, Dkk, 2018, FEkonomi Politik Pembangunan “Kajian Isu
Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia” Uwais Inspirasi Indonesia,
Ponorogo.

Istanto, F. Sugeng, 2007, Penulisan Hukum, CV.Ganda, Yogyakarta.

Koentjoro, Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,
Bogor.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1983, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha
Negara Jilid 1, Alumni, Bandung.

Kurde, Nuktho Arfafwie, 2015, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Laksono, Fajar dan Subardjo, 2006, Kontroversi Undang-Undang Tanpa
Pengesahan Presiden, UlI Press, Yogyakarta.

Machmud, Syahrul, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Asas
Subsidaritas Dan Asas Precountionary dalam Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan, Mandar Maju, Bandung.

Magnis Soseno, Franz, 1988 “Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern”, Gramedia, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat
Jendral dan Kepanitraan MK, Jakarta.

Manan, Bagir, 1996, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka
Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi, FH UNILA, Bandar Lampung.

Makarao, Moh. Taufik, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I,
Rieneka Cipta, Jakarta.



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penulisan Hukum, Prenada Media Group,
Jakarta.

Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penulisan Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Nasution, Bader Jhon, 2012, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar
Maju, Bandung.

Nawawi, Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press,
Yogyakarta

Rahmadi, Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Airlangga University Press, Surabaya.

Roihan A. Rasyid, 2001, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo
Persada, Jakarta

Rosadi, Otong, 2012, Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial, Thafa
Media, Yogyakarta.

Rozali Abdullah, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali
Press, Jakarta.

Saile, M. Said, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Restu Agung,
Bandung.

Salim dan Erlies, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Desertasi, Rajawali Press, Jakarta.

Santosa, Wahyu, 2016, Hukum Lingkungan,Teori, Legislasi Dan Studi
Kasus,”Instrumen Hukum Lingkungan Nasional : Instrumen Ekonomi dan
Sukarela”, IOM The American Pople, The Asian Fundationa or Kemitraan
Patnership, The Asian Fondat.

Sarja, 2016, Negara Hukum “Teori dan Praktek *“, Thafa Media, Yogyakarta.

SF Marbun Dkk, 2001, Hukum Administrasi Negara/ Dimensi-dimensi
Pemikiran, UlI Press, Yogyakarta.

, 1998, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.




EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta.

, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(UI-Press), Jakarta.

Soemantri, Sri Martosoewignjo, 2016, Konstitusi Indonesia ““ Prosedur dan
Sistem Perubahannya sebelum dan sesudah UUD 1945 Perubahan,
Rosdakarya, Bandung.

Soemardi, 2010, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar llmu Hukum
Normatif Sebagai IImu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia,
Bandung.

Sugianto, Indro, 2013, Class Action : Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok
Untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Setara Press, Cetakan 2.
Malang

Sulaiman, King Faisal, 2017, Teori dan Hukum Konstitusi, Nusa Media,
Bandung

Sumardjono, Maria S.W, 2001, Pedomanan Pembuatan Usulan Penulisan
Sebuah Panduan Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penulisan Hukum, Grafindo Persada,
Jakarta.

Supandi, 2016, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, PT.Alumni, Bandung.

Sutedi, Adiran, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar
Grafika, Jakarta.

Syamsudin, Muhammad, 2007, Operasionalisasi Penulisan Hukum, Grafindo
Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Geafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaa Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang lzin lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses
Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan lIzin Lingkungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991)

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pabrik Semen PT Semen
Indonesia.

Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang lzin Lingkungan
Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta
Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/ 30 Tahun
2016 tentang lIzin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku
Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen
Indonesia (Persero) Thk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/ TUN/ 2016
C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

Abdul Charis, 2017, Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di
Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di
Kota Semarang, Tesis, IImu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Agus Suprijanto, Analisa Produk Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Penambangan Di Wilayah Pegunungan Kendeng, Kaitannya Dengan
Ketahanan Wilayah, Seminar Nasional Kelndonesiaan Il Tahun 2017,
Universitas PGRI Semarang.

Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam
Dan Kapitalisme, JESI, Volume V, No. 1 Juni 2015

Etis Cahyaning, 2015, Tinjauan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Terhadap Kewajiban Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
60/G/2010/PTUN.Shy dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 57/G/TUN/2001/PTUN.Smg), Tesis pada Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Faisol Rahman, 2018, Kajian Yuridis Penerbitan Izin Lingkungan (Studi Kasus
Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/ 6 Tahun
2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan
Pabrik Semen PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. di Kabupaten
Rembang Provinsi Jawa Tengah, Tesis pada Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, Kekuatan
Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, Jurnal
IUS, Vol Il, Nomor. 4 April 2014, him. 174-175

Francisca Romana Harjiyatni , 2016, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan (Studi
Pengujian ljin Pemanfaatan Hutan), Desertasi, pada Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Francisca dan Sunarya, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam
Menyelesaikan Sengketa Lingkungan "Studi Gugatan Organisasi
Lingkungan Hidup ”, Mimbar Hukum, Vol.26, No.2

Harjiyatni dan Raharja, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara meyelesaikan
sengketa lingkungan (Studi gugatan lingkungan Hidup), Mimbar Hukum
Vol. 6 Nomor 2 tahun 2014, him, 264

Hartuti Purnaweni, Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng
Utara Provinsi Jawa Tengah, Jurnal llmu Lingkungan, Volume 12 Issue
1:53-65 (2014).

Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum (Tinjau Teoritis Dalam
Konsep Demokrasi), Jurnal Hukum, Padjajaran VVol.2 Nomor 2, 2015.

Kardiansyah Afkar, 2016, Retribusi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca
Amndemen UUD NRI 1945, Tesis pada Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan
dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan “Kawasan
Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten
Rembang” Tahap I, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2017,

Mohammad Afifudin Soleh, Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Mimbar Keadilan Jurnal
[Imu Hukum, Tahun 2008.

Muhamad Rusjana, 2017, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Melalui Peradilan
Tata Usaha Negara, Tesis pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prildy Nataniel Boneka, Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka
Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Jurnal
Lex Administratum, Vol. 1I/No.2/Apr-Jun/2014.

Rahayu Dkk, Pendugaan Perubahan Zona Jenuh Air Tanah Di Sekitar
Tambang Terbuka Batubara Di Kalimantan Selatan Menggunakan
Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner, Jurnal Fibusi (JoF)
Vol. 2 No. 1, April 2014.



EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sri Hidayati, 2006, Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Menanggulangi Mal Administrasi, Tesis pada Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet
Dewi, Kartika “Konsorium Pembaruan Agraria” Sumber: http:

[Iwww.kpa.or.id/ news/blog/seolah-patuhi-putusan-ma-gubernur-
bersiasat-lagi-terobosan-politik-presiden-dibutuhkan/.

Damar Suniko, ‘Warga Penolak Walkout di Sidang Amdal Semen Rembang”
Sumber :https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203085642-20-
191006/warga-penolak-walkout-di-sidang-amdal-semen-rembang

Edi Faisol, 24 Februari 2017, Terbitkan 1zin Semen Rembang, Ganjar Klaim
Terbuka Diskusi, Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/850036/terbitkan-
izin-semen-rembang-ganjar-klaim-terbuka-diskusi,

Fachri Fachrudin "Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik
Semen di Rembang",
Sumber:  https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/20345991/ganj
ar.dinilai.salah.tafsirkan.putusan.ma.terkait.pabrik.semen.di.rembang.

Hukum Online “PTUN Belum Efektif Tegakan Negara Hukum”, Sumber:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef31c9796b73/ptun-belum-
efektif-tegakkan-negara-hukum.

Konsorium Pembaruan Agraria, Hentikan Pembunuhan Petani oleh Industri
Semen”’Sumber: https://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-hentikan-
pembunuhan-petani-oleh-industri-semen/,

Nazar Nurdin “lzin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Kembali
Digugat” Sumber:
https://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-
pt-semen-indonesia-di-rembang-kembali-digugat.

Menghidupi Tradisi Menjaga Bumi “Kronologi Pembankaran tenda dan
Musholah Warga Tolak Pabrik Rembang”, Sumber:
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-
perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/.



http://www.kpa.or.id/news/blog/seolah-patuhi-putusan-ma-gubernur-bersiasat-lagi-terobosan-politik-presiden-dibutuhkan/
http://www.kpa.or.id/news/blog/seolah-patuhi-putusan-ma-gubernur-bersiasat-lagi-terobosan-politik-presiden-dibutuhkan/
http://www.kpa.or.id/news/blog/seolah-patuhi-putusan-ma-gubernur-bersiasat-lagi-terobosan-politik-presiden-dibutuhkan/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203085642-20-191006/warga-penolak-walkout-di-sidang-amdal-semen-rembang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170203085642-20-191006/warga-penolak-walkout-di-sidang-amdal-semen-rembang
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/20345991/ganjar.dinilai.salah.tafsirkan.putusan.ma.terkait.pabrik.semen.di.rembang
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/20345991/ganjar.dinilai.salah.tafsirkan.putusan.ma.terkait.pabrik.semen.di.rembang
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef31c9796b73/ptun-belum-efektif-tegakkan-negara-hukum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ef31c9796b73/ptun-belum-efektif-tegakkan-negara-hukum
https://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-hentikan-pembunuhan-petani-oleh-industri-semen/
https://www.kpa.or.id/news/blog/siaran-pers-hentikan-pembunuhan-petani-oleh-industri-semen/
https://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-pt-semen-indonesia-di-rembang-kembali-digugat
https://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-pt-semen-indonesia-di-rembang-kembali-digugat
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/

EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Studi
Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)
SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rappler “Pro dan Kontra Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng” Sumber:
https://www.rappler.com/indonesia/141936-pro-dan-kontra-pabrik-
semen-di-pequnungan-kendeng.

Tempo “Kenapa Pabrik Semen di Rembang Menuai Kontroversi?” Sumber:
https://nasional.tempo.co/read/701841/kenapa-pabrik-semen-di-
rembang-menuai-kontroversi.

Tommy Apriando “Kala Degradasi Lingkungan Picu Bencana di Jawa
Tengah”  Seumber: http://www.mongabay.co.id/2018/02/21/kala-
degradasi-lingkungan-picu-bencana-di-jawa-tengah/.

Tommy Apriando “Menyimak Pandangan Para Pakar soal 1zin Lingkungan
Baru PT Semen Indonesia Sumber:
“http://www.mongabay.co.id/2017/02/24/menyimak-pandangan-para-
pakar-soal-izin-lingkungan-baru-pt-semen-indonesia/.

Walhi, Menuntut Janji yang Diingkari “Presiden Harus Memastikan Gubernur
Jawa Tengah Patuhi Putusan MA”, Sumber: https://walhi.or.id/menuntut-
janji-yang-diingkari-presiden-harusmemastikan-gubernur-jawa-tengah-
patuhi-putusan-ma/.

Wiratraman, et al., Amicus Curiae Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 064/G/2015/PTUN.SMG”,
Sumber: www.epistema.or.id/download/Amicus_Curiae_ Rembang.pdf.

Menghidupi Tradisi Menjaga Bumi “Kronologi Pembankaran tenda dan
Musholah ~ Warga  Tolak  Pabrik  Rembang”,  Sumber
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-
perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/.



https://www.rappler.com/indonesia/141936-pro-dan-kontra-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng
https://www.rappler.com/indonesia/141936-pro-dan-kontra-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng
https://nasional.tempo.co/read/701841/kenapa-pabrik-semen-di-rembang-menuai-kontroversi
https://nasional.tempo.co/read/701841/kenapa-pabrik-semen-di-rembang-menuai-kontroversi
http://www.mongabay.co.id/byline/tommy-apriando-yogyakarta/
http://www.mongabay.co.id/2018/02/21/kala-degradasi-lingkungan-picu-bencana-di-jawa-tengah/
http://www.mongabay.co.id/2018/02/21/kala-degradasi-lingkungan-picu-bencana-di-jawa-tengah/
http://www.mongabay.co.id/byline/tommy-apriando-yogyakarta/
http://www.mongabay.co.id/2017/02/24/menyimak-pandangan-para-pakar-soal-izin-lingkungan-baru-pt-semen-indonesia/
http://www.mongabay.co.id/2017/02/24/menyimak-pandangan-para-pakar-soal-izin-lingkungan-baru-pt-semen-indonesia/
https://walhi.or.id/menuntut-janji-yang-diingkari-presiden-harusmemastikan-gubernur-jawa-tengah-patuhi-putusan-ma/
https://walhi.or.id/menuntut-janji-yang-diingkari-presiden-harusmemastikan-gubernur-jawa-tengah-patuhi-putusan-ma/
https://walhi.or.id/menuntut-janji-yang-diingkari-presiden-harusmemastikan-gubernur-jawa-tengah-patuhi-putusan-ma/
http://www.epistema.or.id/
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/
http://omahkendeng.org/2017-02/2452/kronologi-pembakaran-tenda-perjuangan-dan-mushola-warga-tolak-semen-di-rembang/



